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ABSTRAK 

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  

DALAM MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 

 

Oleh 

 

Aulia Affifah 

 

Pengangguran yang terjadi di Kota Bandar Lampung merupakan masalah dari 

pemerintah karena hal tersebut berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja serta 

ketersediaan lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengangguran 

terbuka adalah keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja 

aktif tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, maka Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan perangkat Daerah yang ditugaskan 

untuk mengurus pemerintah dibidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya untuk 

mengurangi tingkat pengangguran khususnya pengangguran terbuka dan untuk 

mengetahui faktor penghambat Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya 

mengurangi tingkat pengangguran terbuka. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu 

pendekatan dengan cara meneliti data primer atau kajian bekerjanya hukum dalam 

masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta 

pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. 

Pengelolaan data dilakukan dengaan cara seleksi data, klasifikasi data, dan 

penyusunan data.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung dalam Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu dengan cara 

memperbaiki sistem pendidikan, terutama sistem pendidikan vokasi, melakukan 

upaya memasifkan website siap kerja, dan mengusulkan pembangunan Balai 

Latihan Kerja (BLK). Faktor penghambat Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam 

mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka mencakup ketidakcocokan 

keterampilan, rendahnya permintaan kerja, sumber daya manusia pada dinas terkait, 

kondisi ekonomi, minimnya pengalaman, dan belum tersedianya balai latihan kerja. 

Kata Kunci : Pengangguran Terbuka, Kebijakan, Tenaga Kerja 

  



 
 

ii 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE POLICY OF THE BANDAR LAMPUNG CITY GOVERNMENT IN 

REDUCING THE OPEN UNEMPLOYMENT RATE 

 

By 

Aulia Affifah 

 

Unemployment occurring in the city of Bandar Lampung is a government issue 

because it relates to labor absorption and the availability of job opportunities for the 

welfare of the community. Open unemployment is a condition where an individual 

who is part of the active workforce does not have a job but is actively seeking 

employment. Based on the Regional Regulation of Bandar Lampung City Number 

17 of 2023 concerning the Formation and Composition of Regional Devices of 

Bandar Lampung City, the Manpower and Transmigration Office is the Regional 

Device assigned to manage government affairs in the field of employment. This 

research aims to understand the policies of the Bandar Lampung City Government 

in efforts to reduce the unemployment rate, particularly open unemployment, and 

to identify the obstacles faced by the Bandar Lampung City Government in its 

efforts to reduce open unemployment. 
 

This research uses the empirical juridical legal research method, which is an 

approach by examining primary data or studying the functioning of law in society. 

The data used are primary and secondary data, and data collection was conducted 

using literature study and field study. Data management is carried out through data 

selection, data classification, and data arrangement. 
 

The results of this study indicate that the policy of the Bandar Lampung City 

Government in reducing the Open Unemployment Rate is through improving the 

education system, especially the vocational education system, making efforts to 

intensify the job readiness website, and proposing the construction of a Vocational 

Training Center (BLK). The inhibiting factors for the Bandar Lampung City 

Government in reducing the Open Unemployment Rate include skill mismatches, 

low job demand, human resources in related departments, economic conditions, 

lack of experience, and the unavailability of vocational training centers. 

 

Keywords: Open Unemployment, Policy, Workforce 

  



 
 

iii 

 

 

 

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  

DALAM MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 

 

 

Oleh 

Aulia Affifah 
 

 

Skripsi 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  

SARJANA HUKUM 

 

Pada 

 

Bagian Hukum Administrasi Negara 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

 

 
 

 

 

BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2025 

 



 
 

iv 

 

 

 

 

Judul  Skripsi   : KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR 

LAMPUNG DALAM MENURUNKAN 

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 

Nama Mahasiswa   : Aulia Affifah 

Nomor Pokok Mahasiswa   : 2012011401 

Bagian  : Hukum Administrasi Negara 

Fakultas  : Hukum 

 

MENYETUJUI 

1. Komisi Pembimbing 

 

 

 

Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum   Rifka Yudhi, S.H.I., M.H. 

NIP 196108051989031005   NIP 198407022019031005 

 

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara 

 

 

 

Eka Deviani, S.H., M.H. 

NIP 197310202005012002 

 

  



 
 

v 

 

 

 

 

MENGESAHKAN 

 

1. Tim Penguji 

Ketua  : Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum. ………………. 

 

 

Sekretaris/Angota  : Rifka Yudhi, S.H.I., M.H.  ………………. 

 

 

Penguji Utama  : Sri Sulastuti, S.H., M.Hum. ………………. 

 

 

 

2. Dekan Fakultas Hukum 

 

 

 

 

 

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. 

NIP 196412181988031002 

 

 

 

 

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2025 

  



 
 

vi 

 

 

 

 

PERNYATAAN 

 

Nama    : Aulia Affifah 

Npm    : 2012011401 

Bagian   : Hukum Administrasi Negara 

Fakultas   : Hukum 

 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “KEBIJAKAN 

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENURUNKAN 

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA” benar benar hasil karya bukan 

plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Unieversitas 

Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. 

 

 

 

Bandar Lampung, 22 Januari 2025 

Pembuatan Pernyataan 

 

 

 

 

 

Aulia Affifah 

NPM 2012011401 

 

  



 
 

vii 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis bernama lengkap Aulia Affifah, Lahir di Bandar 

Lampung pada tanggal 11 Agustus 2002. Penulis merupakan 

anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak 

Rohani dan Ibu Nurlaila.  

 

Penulis mengawali pendidikan pertamanya di TK Al khairiah Kampung Baru 

selesai pada tahun 2008, kemudian penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah 

Dasar di SDN 2 Kampung Baru pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di 

SMP IT Miftahul Jannah pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Al 

Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2020. 

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui 

jalur Mandiri. Selama menjadi mahasiswa, penulis merupakan mahasiswa Bagian 

Hukum Administrasi Negara, dan selama perkuliahan penulis pernah bergabung 

menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administarsi Negara (HIMA 

HAN) pada tahun 2023, menjadi Anggota UKM-F Persikusi pada tahun 2022 Dan 

Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kelurahan Bumi 

Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. 

  



 
 

viii 

 

 

 

 

MOTTO 
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“Maka sesungguhnya besama kesulitan itu ada kemudahan.  

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 

(QS. Al-Insyiah : 5-6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Indonesia hingga kini masih berhadapan dengan berbagai masalah sosial yang 

menjerat masyarakatnya, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan lapangan 

pekerjaan. Peran pemerintah sangat penting untuk melindungi masyarakat dari 

dampak buruk masalah sosial ekonomi. Realitas dalam masyarakat menunjukkan 

bahwa tanpa campur tangan pemerintah, berbagai bentuk kekerasan dan 

kekacauan bisa timbul, yang menjadi ancaman serius akibat masalah sosial 

ekonomi, seperti rendahnya daya serap tenaga  kerja. 

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode 2010-2020, 

pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,25% per tahun. Pada tahun 2019- 

2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270,20 juta jiwa. Dari jumlah 

tersebut, 91,32% atau sekitar 246,74 juta penduduk memiliki domisili yang sesuai 

dengan Kartu Keluarga (KK), sementara sisanya yaitu 8,68% atau sekitar 23,407 

juta penduduk, domisilinya tidak sesuai dengan KK (BPS, 2021). Hal ini menjadi 

bukti bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan laju 

pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.1 

 

Dengan jumlah penduduk yang besar, diperlukan lapangan pekerjaan yang 

memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah 

memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan menyediakan lapangan pekerjaan 

bagi setiap warga negara, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 

 
1 Badan Pusat Statistik Indonesia. "BPS Indonesia dalam angka 2021" https://web-

api.bps.go.id/download.php?f=ZdEBsRB2S+S (diakses pada 12 Desember 2024) 
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Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menangani masalah 

pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran berdampak langsung maupun 

tidak langsung pada kemiskinan, kriminalitas, dan masalah sosial politik yang 

semakin meningkat. Arus  migrasi yang terus berlangsung akibat krisis ekonomi 

yang berkepanjangan serta jumlah angkatan kerja yang besar membuat masalah 

tenaga kerja menjadi sangat kompleks.2 

 

Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat dan menurunkan tingkat 

kemakmuran negara. Tingginya angka pengangguran menyebabkan banyak 

sumber daya manusia terbuang dan menurunkan pendapatan masyarakat. 

Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis 

yang buruk bagi penganggur dan keluarganya. Tingginya tingkat pengangguran 

ini bisa mengakibatkan kerugian besar baik bagi negara maupun masyarakat. 

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan kerugian besar baik bagi 

negara maupun masyarakat. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini 

telah mencapai 5,01%, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 

ekonomi dunia yang hanya sebesar 3,5%. Namun, meskipun demikian, 

pertumbuhan ekonomi tersebut masih belum mampu menyelesaikan masalah 

pengangguran di Indonesia.3 

 

Masalah pengangguran yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Bandar 

Lampung merupakan bagian dari masalah administrasi negara karena hal tersebut 

berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja serta ketersediaan lapangan pekerjaan 

untuk kesejahteraan masyarakat. Pengangguran merupakan masalah yang sangat 

mengkhawatirkan di setiap negara karena memberikan dampak negatif bagi 

individu, keluarga, dan negara.4 Pengangguran dapat diartikan sebagai seseorang 

 
2 Hia, Yulna Dewita. "Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam 

Menanggulangi .Pengangguran." ECONOMICA: Journal of Economic and Economic 

Education 1.2 (2015): hlm. 208-213. 
3 Mariono, Bayu Prasetyo, Michael Mantiri, and Frans Singkoh. "Peran Dinas Tenaga Kerja 

Dalam Menanggulangi Angka Pengangguran Di Kabupaten Minahasa." Jurnal Eksekutif 2.2 

(2017). 
4 Harlik, Harlik, Amri Amir, and Hardiani Hardiani. "Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemiskinan dan pengangguran di Kota Jambi." Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan 

Daerah 1.2 (2013): 109-120. 
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yang tidak bekerja, termasuk dalam kelompok angkatan kerja yang belum 

melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran terbuka adalah 

keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja aktif tidak 

memiliki pekerjaan, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka 

sering diukur melalui tingkat pengangguran dalam statistik ketenagakerjaan suatu 

negara. Orang-orang yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang secara 

resmi terdaftar sebagai pencari kerja atau yang secara aktif mencari pekerjaan 

dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam  empat minggu terakhir.  

 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang memiliki 

tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi. Tingkat pengangguran terbuka 

di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :5 

Tabel 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandar Lampung 2021-2023 

No Tahun Persen 

1. 2021 8,85 

2. 2022 7,91 

3. 2023 7,43 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 2024 

 

Statistik pada tabel menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka menurun 

dari tahun 2021 hingga 2023. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandar 

Lampung pada  tahun 2023 didominasi oleh laki-laki dengan menyentuh angka 

sebanyak 25.530 orang sedangkan perempuan sebanyak 19.662 orang.6 

 

Sesuai dengan data diatas dapat dilihat bahwa Kota Bandar Lampung memiliki  

tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi. Masalah pengangguran yang 

terjadi di Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari masalah administrasi 

negara karena hal tersebut berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja serta 

 
5 BPS Kota Bandar Lampung “Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2024” https://web-

api.bps.go.id/download.php?f=J28HshyE (diakses pada 13 Desember 2024) 
6 Ibid 

https://web-api.bps.go.id/download.php?f=J28HshyE
https://web-api.bps.go.id/download.php?f=J28HshyE
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ketersediaan lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan masyarakat, yang menuntut 

respon Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui kebijakan formulasi khususnya 

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar  Lampung untuk berupaya menurunkan angka 

pengangguran masyarakatnya serta mempersiapkan strategi guna menangani 

permasalahan pengangguran di Kota Bandar Lampung.   

 

Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.  

Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari Sekretariat Daerah, 

Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah. Dinas 

Tenaga Kerja merupakan salah satu perangkat Daerah yang dibentuk oleh 

Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bertugas untuk mengurus pemerintahan 

dibidang tenaga kerja.  

 

Berdasarkan dengan kondisi dan fakta yang sudah dipaparkan, penulis tertarik 

untuk meneliti dan mengamati upaya penanggulan pengangguran terbuka di Kota 

Bandar Lampung dan akan ditulis dalam skripsi dengan judul “ Kebijakan 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Menurunkan Tingkat 

Pengangguran Terbuka”. 

 

1.2  Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang 

menjadi dasar pemikiran dalam penelitian, yakni: 

1. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya  

menurunkan tingkat pengangguran terbuka? 

2. Apa saja faktor penghambat bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam 

upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk, yaitu: 

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya  

mengurangi tingkat pengangguran terbuka. 
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2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat Pemerintah Kota  

Bandar Lampung dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran terbuka. 

 

1.4  Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Teoritis 

Manfaat dan kegunaan teoritis yang diharapkan dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai sumber penelitian atau pengembangan kajian di bidang 

hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara. 

 

1.4.2 Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai salah satu wadah untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat dan juga memberikan 

informasi yang mendalam mengenai kebijakan-kebijakan yang telah 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya mengurangi 

tingkat pengangguran terbuka. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kebijakan  

2.1.1 Pengertian Kebijakan 

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukan perilaku 

seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga 

tertentu untuk memecahkan masalah yang sering dihadapi. Pada dasarnya terdapat 

banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. 

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Solichin Abdul 

Wahab “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu 

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-

peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.7 

Berdasarkan definisi di atas, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan- 

tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh 

seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan- 

hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan. 

Menurut Noeng Muhadjir, Kebijakan merupakan Upaya memecahkan problem 

sosial bagi kepentingan Masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan 

Masyarakat, dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal yakni:8 

 

 
7 Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan 

Negara. Jakarta. Bumi Aksara. 2004 
8 Noeng Muhadjir. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial 

Kreatif. Yogyakarta. Raka Sarasin. 2000 hlm 15. 
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(1) Tingkat hidup masyarakat meningkat 

(2) terjadi keadilan: By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi 

individual 

(3) diberikan peluang aktif partisipasi Masyarakat (dalam membahas masalah, 

perencanaan, Keputusan, dan implementasi)  

(4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan. 

 

Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

kebijakan subtantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan subtantif adalah 

Keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar 

untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan subtantif adalah kebijakan 

implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus 

dilakukan untuk melaksanakan kebijakan subtantif.9 

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan 

batasan secara umum yang menjadi arah dari Tindakan yang dilakukan dan aturan 

yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting 

bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil Keputusan atas 

perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan 

menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. 

 

2.1.2 Macam-macam Kebijakan 

1. Kebijakan eksternal (public), yaitu kebijakan yang bersifat mengikat publik, 

maka dengan kebijakan tersebut kebijakan tersebut harus tertulis. 

2. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan suatu instansi yang 

mempunyai   kekuasaan untuk mengikat organisasi pemerintahan itu sendiri.10 

 

 
9 Noeng H, Muhadjir, Metodelogi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research (Yogyakarta: 

Rake Sarakin, 2003) hlm 90 
10 Sudjito, Zeth Sahuburua, Isnawan, Sri-Edi Swasono, Thomas Pentury, Asep Saefuddin, Kaelan, 

Karet Albert Ralahalu, dan Aholiab Watloly, Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, 

sinkronisasi, harmonisasi, integrasi, pelembagaan dan pembudayaan Pancasila dalam rangka 

memperkokoh kedaulatan bangsa, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM: 2014, hlm. 222. 
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Macam-macam kebijakan dapat ditinjau dari pembuatannya yaitu pusat dan daerah. 

1. Kebijakan Pusat yaitu dibuat oleh pemerintah atau Lembaga negara di pusat 

untuk mengatur seluruh warga negara diseluruh wilayah Indonesia. 

2. Kebijakan Daerah yaitu dibuat oleh pemerintah atau Lembaga Daerah untuk 

mengatur daerahnya masing-masing. 

 

Kebijakan menurut sifatnya dibagi atas kebijakan bersifat ditributif, ekstraktif, dan 

regulatif. 

1. Kebijakan bersifat distributif yakni membagi dan mengalokasikan sumber- 

sumber material yang telah didapatkan tersebut kepada Masyarakat luas. 

Contoh: Kebijakan pemerintah memberi kartu sehat kepada penduduk 

kurang       mampu. 

2. Kebijakan bersifat ekstraktif yakni berupa penyerapan sumber-sumber 

material  dari Masyarakat luas. 

3. Kebijakan material regulatif yakni kebijakan yang isinya sejumlah peraturan 

dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga negara maupun 

penyelenggara untuk menciptakan ketertiban, kelancaran.  

Contoh: Kebijakan UMR. 

 

2.1.3 Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan Keputusan kebijakan yang 

dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses pelayanan kebijakan 

dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, terbentuknya program 

pelaksanaan, dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut.11 

 

Donald Van Meter dan Carl E. Van Horn, dalam bukunya yang berjudul "The 

Policy Implementation Process”, yang dikutip oleh Budi Winarno, menggambarkan 

bahwa implementasi kebijakan dipahami dalam pengertian yang luas. Ini 

merupakan tahap dari proses kebijakan yang terjadi setelah penetapan undang- 

 
11 James E. Anderson. 1989. Public Policy Making. (New York. NJ : Holt Reinhartnwinston) 
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undang, di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama 

untuk menjalankan kebijakan guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan atau 

program-program. Definisi ini menekankan kompleksitas implementasi sebagai 

suatu proses, output, dan dampak atau hasil.12 

 

Budi Winarno, dalam bukunya yang berjudul "Kebijakan Publik Teori dan Proses" 

mengutip Ripley dan Franklin dari "Bureaucracy and Policy Implementation", 

menyatakan bahwa implementasi adalah fase yang terjadi setelah penetapan 

undang-undang yang memberikan otoritas terhadap program, kebijakan, manfaat, 

atau jenis keluaran yang nyata. Dalam konsep ini, implementasi menunjukkan 

serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan program dan hasil 

yang diharapkan oleh pemegang otoritas, termasuk berbagai tindakan, bahkan yang     

tidak aktif.13 

 

2.2 Pemerintah 

Pemerintah atau "government" dalam bahasa Inggris, berarti pengarahan dan 

administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, 

negara bagian, atau kota. Istilah ini juga bisa merujuk pada lembaga atau badan 

yang menyelenggarakan pemerintahan di tingkat negara, negara bagian, atau kota. 

Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah organisasi negara yang menunjukkan 

dan menjalankan kekuasaan. Sementara itu, Inu Kencana mendefinisikan 

pemerintah sebagai kelompok anggota yang bertanggung jawab untuk 

mempertahankan sistem yang mencakupnya dan memiliki monopoli praktis atas 

kekuasaan paksaan.14 

 

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi, yang 

kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Pemerintahan daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

 
12 Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi. Jakarta. Media Presindo, 2016 hlm 53 
13 Ibid  
14 Inu Kencana Syafiie, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm.11 



10 

 

 
 

Pemerintahan Daerah.15 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.16 

 

Pemerintah daerah, sebagai sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan 

nasional, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah 

tangganya sendiri. Kewenangan ini mencakup tiga hal utama. Pertama, diberikan 

tugas dan wewenang untuk menyelesaikan kewenangan yang telah diserahkan 

kepada Pemerintah Daerah. Kedua, diberikan kepercayaan dan wewenang untuk 

memikirkan, mengambil inisiatif, dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian 

tugas tersebut. Ketiga, dalam memikirkan, mengambil inisiatif, dan mengambil 

keputusan, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat baik secara langsung 

maupun melalui DPRD22, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 menandai awal mula peraturan 

tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan. Sejak itu, berbagai 

peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang perangkat daerah telah 

diterbitkan, dengan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

 

2.2.1 Tindakan Pemerintahan 

Pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum, atau sebagai pendukung 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah 

sebagaimana objek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan 

nyata maupun tindakan hukum. tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak 

 
15 Pasal 18 Angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
16 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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ada relevasinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat- 

akibat hukum, sedangkan tindakan hukum yang berdasarkan sifatnya dapat 

menimbulkan akibat hukum tertentu atau dapat menciptakan hak dan kewajiban.17 

 

Tindakan pemerintahan dibagi menjadi 2 yaitu: tindakan nyata dan tindakan 

faktual, dengan kata lain bahwa bentuk perbuatan pemerintahan secara garis besar 

dibedakan menjadi 2 macam yaitu: 

1. Perbuatan hukum/Tindakan Hukum 

2. Bukan Perbuatan Hukum/Tindakan Biasa 

 

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ 

pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang administrasi 

negara. Berdasarkan pengertian ini tampak ada beberapa unsur yang terdapat di 

dalamnya. Unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan yaitu:18 

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat permerintah dalam kedudukannya 

sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan 

prakarsa dan tanggung jawab sendiri; 

2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi 

pemerintahan; 

3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat 

hukum dibidang hukum administrasi. 

4. Perbuatan yang bersangkutkan dilakukan dalam rangka pemeliharaan 

kepentingan negara dan rakyat. 

 

2.3 Tenaga Kerja 

2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga 

menjelaskan definisi tenaga kerja. Pasal 1 angka 2 dari undang-undang tersebut 

menyatakan bahwa tenaga kerja  merujuk pada setiap individu yang memiliki 

kemampuan untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, 

 
17 Sunge, M. Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintah. Jurnal Inovasi, 6(02). 2009. hlm 187 
18 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta. UII Press. 2002. hlm 83 
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baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat. 

Definisi tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan ini merupakan penyempurnaan dari pengertian yang terdapat 

dalam Undang-Undang No. 14   Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok 

Ketenagakerjaan.19 

 

Penduduki suatui negarai dibagii menjadii duai kelompok:i tenagai kerjai dani bukani 

tenagai kerja.i Penduduki dikategorikani sebagaii tenagai kerjai jikai merekai telahi 

mencapaii usiai kerja.i Berdasarkani definisii ini,i setiapi individui yangi mampui 

bekerjai dianggapi sebagaii tenagai kerja.i Terdapati beragami pandangani mengenaii 

batasi usiai tenagai kerja,i dengani beberapai sumberi menyebutkani usiai dii atasi 17i 

tahun,i adai pulai yangi menyebutkani dii atasi 20i tahun,i bahkani adai yangi berpendapati 

dii atasi 7i tahuni karenai anak-anaki jalanani jugai termasuki tenagai kerja.20 

 

Bekerjai untuki orangi laini bisai dilakukani dengani bekerjai untuki negara,i yangi dikenali 

sebagaii pegawai,i ataui bekerjai untuki pihaki swasta,i yangi disebuti buruhi ataui pekerja.i 

Dalami menjalankani pekerjaan,i merekai menerimai upahi yangi digunakani untuki 

memenuhii kebutuhani hidup.i Upahi inii pentingi sebagaii saranai untuki meningkatkani 

kesejahteraani pekerjai ataui pegawai.i Tenagai kerjai yangi bekerja,i baiki dengani 

membukai usahai sendirii maupuni dalami hubungani kerjai dii bawahi perintahi pemberii 

kerjai (sepertii perusahaan,i pengusaha,i ataui badani hukum),i dani menerimai upahi ataui 

imbalani lainnyai disebuti pekerjai (sebagiani darii tenagai kerja).21 

 

Istilahi "tenagai kerja"i dalami Undang-Undangi Nomori 13i Tahuni 2003i tentangi 

Ketenagakerjaani Pasali 1i angkai 2i didefinisikani sebagaii "setiapi orangi yangi mampui 

melakukani pekerjaani gunai menghasilkani barangi dan/ataui jasai baiki untuki 

memenuhii kebutuhani sendirii maupuni untuki masyarakat."i Pengertiani inii 

menyempurnakani definisii tenagai kerjai yangi terdapati dalami Undang-Undangi 

 
19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
20Anamathofani,i Arini Luthfita.i "Pengaruhi Upahi Minimum,i PDRB,i dani Inflasii terhadapi 

Penyerapani Tenagai Kerjai dii Kotai Malang."i Jurnali Ilmiahi Mahasiswai Febi 7.2i  (2019):i 

1-20. 
21i Astrii Wijayanti,i “Hukumi Ketenagakerjaani Pascai Reformasi”,i Jakarta:i Penerbiti Sinari 

Grafika,i 2009,i hlm.i 107. 
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Nomori 14i Tahuni 1969i tentangi Ketentuani Pokoki Ketenagakerjaan.i Tenagai kerjai 

adalahi penduduki yangi beradai dalami rentangi usiai kerja.i Pemilihani batasi usiai inii 

bertujuani agari definisii tenagai kerjai sesuaii dengani realitasi yangi ada.i Setiapi negarai 

menetapkani batasi usiai kerjai yangi berbeda-bedai karenai situasii tenagai kerjai dii setiapi 

negarai jugai berbeda,i sehinggai batasi usiai kerjai antari negarai tidaki sama.i Dii 

Indonesia,i batasi usiai minimali untuki tenagai kerjai adalahi 15i tahuni tanpai batasi 

maksimal.22 

 

Menurutii Dr.ii Hamzahii tenagaii kerjai mencakupii individuii yangii bekerjaii baikii ii dalamii 

hubunganii kerjaii maupunii diii luarii hubunganii kerja,ii denganii alatii produksiii utamaii ii 

dalami i prosesi i produksiii adalahi i tenagai i  kerjai i  itui i  sendiri,i i  baiki i  secarai i  fisiki i  

maupunii mental.ii Diii negara-negaraii berkembang,ii tenagaii kerjaii jugaii mencakupii 

pendudukii yangii berusiaii 15ii tahunii keii atas.ii Penyerapanii tenagaii kerjaii adalahii 

prosesii diii manaii tenagaii kerjaii mendapatkanii kesempatanii untukii melaksanakanii 

tugasii yangii diberikanii atauii situasiii diii manaii pekerjaanii tersediaii bagiii pencari.ii 

Penyerapanii tenagaii kerjaii merujukii padaii jumlahii orangii yangii telahii bekerjaii dalamii 

suatuii bidangii pekerjaan.ii Penyerapanii tenagaii kerjaii bertujuanii agarii berbagaiii 

sektorii pekerjaanii yangii adaii dapatii menampungii jumlahii tenagaii kerjaii yangii 

tersedia.23 

 

Sedangkanii dalamii Undang-Undangii Nomorii 13ii Tahunii 2003ii tentangii 

Ketenagakerjaan,ii Pasalii 68ii menyatakanii bahwaii “Pengusahaii dilarangii 

mempekerjakanii anak,”ii denganii pengertianii anakii adalahii setiapii orangii yangii 

berumurii diii bawahii 18ii tahun.ii Namun,ii ketentuanii iniii dapatii dikecualikanii 

berdasarkanii Pasalii 69ii ayatii (1),ii yangii menyebutkanii “Ketentuanii sebagaimanaii 

dimaksudii dalamii Pasalii 68ii dapatii dikecualikanii bagiii anakii yangii berumurii antaraii 13ii 

tahunii sampaiii denganii 15ii tahunii untukii melakukanii pekerjaanii ringan,ii asalkanii 

tidakii menggangguii perkembanganii danii kesehatanii fisik,ii mental,ii danii sosial.”24 

 
22i Parinduri,i Ameliai Syafira.i "Perlindungani Hukumi Bagii Tenagai Kerjai Dalami 

Perjanjiani Kerjai Outsourcing."i Restitusi:i Jurnali Mahasiswai Ilmui Hukumi 1.1i (2019):i 83-

103. 
23ii Dr.ii A.ii Hamzah,ii SHii "Tinjauanii Hukumii Pelaksanaanii Fungsiii Danii Tugasii Dinasii 

Sosialii Danii Tenagaii Kerjaii Dalamii Pengawasanii Hubunganii Kerja."ii Fakultasii Hukum,ii 

Universitasii Lampungii Bandarii Lampung 
24ii Undang-Undangii Nomorii 13ii Tahunii 2003ii tentangii Tenagaii Kerja 
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Tenagaii kerjaii mencakupii pendudukii yangii sudahii atauii sedangii bekerja,ii yangii 

sedangii mencariii pekerjaann,ii sertaii yangii melakukanii kegiatanii lainii sepertiii 

bersekolahii danii mengurusii rumahii tangga.ii Meskipunii merekaii tidakii bekerja,ii 

pencariii kerja,ii pelajar,ii danii pengurusii rumahii tanggaii secaraii fisikii mampuii danii dapatii 

sewaktu-waktuii bekerja.ii Menurutii Dr.ii Payamanii Simanjuntak,ii definisiii tenagaii 

kerjaii lebihii luasii daripadaii pekerja/buruh.ii Tenagaii kerjaii mencakupii merekaii yangii 

terikatii dalamii suatuii hubunganii kerjaii danii merekaii yangii belumii bekerja.ii Sementaraii 

itu,ii pekerja/buruhii adalahii setiapii orangii yangii bekerjaii denganii menerimaii upahii 

atauii imbalanii dalamii bentukii lain,ii sehinggaii pekerja/buruhii adalahii tenagaii kerjaii 

yangii sedangii dalamii ikatanii hubunganii kerja.ii  

 

2.3.2ii Klasifikasiii Tenagaii Kerja 

Padaii dasarnyaii tenagaii kerjaii dapatii diklasifikasikanii menjadiii tigaii macamii yakniii 

tenagaii kerjaii terdidikii (skillii labour),ii tenagaii kerjaii terlatihii (trainerii labour),ii tenagaii 

kerjaii tidakii terlatihii (unskillii labour),ii yaitu:25 

1. Tenagaii kerjaii terdidikii (skilledii labour)ii adalahii merekaii yangii telah 

mendapatkanii pendidikanii formalii dalamii bidangii tertentuii tetapiii belumii 

memilikiii pengalamanii praktisii diii bidangii tersebut,ii sehinggaii seringkaliii 

diidentikkanii denganii tenagaii kerjaii yangii belumii berpengalaman. 

2. Tenagaii kerjaii terlatihii (trainedii labaour)ii adalahii merekaii yangii telahii bekerjaii 

danii mengikutiii pelatihanii sesuaiii denganii bidangnya.ii Contohnya,ii seseorangii 

yangii telahii menyelesaikanii studiii diii bidangii akuntansiii danii memilikiii 

pengalamanii kerjaii diii bidangii tersebut.ii Tenagaii kerjaii terlatihii iniii dapatii 

disamakanii denganii tenagaii kerjaii yangii sudahii berpengalaman. 

3. Tenagaii kerjaii tidakii terlatihii (unskilledii labour)ii adalahii merekaii yangii tidakii 

termasukii dalamii kategoriii terdidikii atauii terlatih.ii Merekaii biasanyaii hanyaii 

memilikiii pendidikanii formalii dasarii danii tidakii memilikiii keahlianii atauii 

pengalamanii kerjaii yangii memadai.ii Pekerjaanii yangii merekaii lakukanii 

umumnyaii tidakii memerlukanii keterampilanii khusus. 

 

 
25ii Sari,ii Haniii Regina.ii "Perlindunganii Hukumii Tenagaii Kerjaii Olehii Badanii 

Penyelenggaraii Jaminanii Sosialii Ketenagakerjaanii Berdasarkanii Undang-Undangii No.ii 

24ii Tahunii 2011."ii (2018). 
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Klasifikasiii tenagaii kerjaii menurutii standarii yangii telahii ditentukanii didasarkanii padaii 

kriteriaii pengelompokanii ketenagakerjaan,ii yaituii berdasarkanii penduduknya,ii 

batasii kerja,ii danii kualitasnya.ii Berdasarkanii penduduknya,ii tenagaii kerjaii terbagiii 

menjadiii duaii ii bagian,ii yaitu:26 

1. Tenagaii Kerja,ii yangii menurutii Undang-Undangii Ketenagakerjaanii mencakupii 

merekaii yangii berusiaii antaraii 15ii hinggaii 64ii tahun.ii Tenagaii kerjaii mencakupii 

seluruhii jumlahii pendudukii yangii dianggapii mampuii bekerjaii jikaii adaii 

permintaanii kerja. 

2. Bukanii Tenagaii Kerja,ii yangii mencakupii merekaii yangii dianggapii tidakii 

mampuii danii tidakii mauii bekerjaii meskipunii adaii permintaanii kerja.ii 

Berdasarkanii Undang-ii Undangii Nomorii 13ii Tahunii 2003ii tentangii 

Ketenagakerjaan,ii kelompokii ini. 

Klasifikasiii tenagaii kerjaii berdasarkanii batasii kerjaii terbagiii menjadiii dua,ii yaituii 

angkatanii kerjaii danii bukanii angkatanii kerja.ii Angkatanii kerjaii mencakupii pendudukii 

yangii berusiaii antaraii 15ii hinggaii 64ii tahunii yangii sedangii mencariii pekerjaanii atauii 

sudahii memilikiii pekerjaanii tetapiii sementaraii tidakii bekerja.ii Bukanii angkatanii kerjaii 

adalahii pendudukii berusiaii 10ii tahunii keii atasii yangii kegiatannyaii hanyaii bersekolahii 

atauii mengurusii rumahii tangga,ii sepertiii anakii sekolah,ii ibuii rumahii tangga,ii orangii 

cacat,ii pengangguran,ii danii mahasiswa.27 

2.3.3ii Hukumii Ketenagakerjaan 

Indonesia,ii sebagaiii negaraii hukum,ii mengaturii segalaii aspekii kehidupanii bangsa,ii 

termasukii hubunganii industrialii yangii melibatkanii tenagaii kerja.ii Halii iniii dilakukanii 

untukii memastikanii perlindunganii hak-hakii tenagaii kerjaii danii mencegahii 

eksploitasiii sertaii pelanggaranii terhadapii mereka.ii Hukumii yangii mengaturii 

hubunganii antaraii buruhii danii pengusahaii saatii iniii dikenalii sebagaiii hukumii 

ketenagakerjaan.ii Diii Indonesia,ii ketentuanii hukumii ketenagakerjaanii diaturii dalamii 

Undang-Undangii Nomorii 13ii Tahunii 2003ii tentangii Ketenagakerjaan. 

 

 
26Malik,ii Nazaruddin.ii Dinamikaii Pasarii Tenagaii Kerjaii Indonesia.ii Vol.ii 1.ii UMMPress,ii 

2018. 
27ii Pratiwi,ii Febtiii Eka,ii andii Ismainiii Zain.ii "Klasifikasiii Pengangguranii Terbukaii 

Menggunakanii CARTii (Classificationii andii Regressionii Tree)ii diii Provinsiii Sulawesiii 

Utara."ii Jurnalii Sainsii danii Seniii ITSii 3.1ii (2014):ii D54-D59. 
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Hukumii ketenagakerjaanii merupakanii bagianii dariii hukumii padaii umumnya.ii Dalamii 

konteksii ini,ii definisiii hukumii ketenagakerjaanii tidakii terlepasii dariii pengertianii 

hukumii secaraii keseluruhan.ii Meskipunii demikian,ii paraii ahliii belumii sepenuhnyaii 

menyepakatiii ii batasanii yangii pastiii untukii hukumii ketenagakerjaanii atauii hukumii 

secaraii umum.ii Halii iniii disebabkanii olehii sifatii luasii danii kompleksitasii hukumii ituii 

sendiri.ii Karenaii sifatnyaii yangii luasii danii kompleks,ii hukumii dapatii 

diinterpretasikanii dariii berbagaiii sudutii pandangii yangii berbeda.28 

Hukumii perburuhanii atauii ketenagakerjaanii merujukii padaii keseluruhanii kumpulanii 

peraturanii hukumii yangii berkaitanii denganii hubunganii kerjaii diii manaii seseorangii 

ditempatkanii diii bawahii perintahii atauii pimpinanii orangii lain,ii sertaii masalah-

masalahii kehidupanii yangii terkaitii langsungii denganii hubunganii kerjaii tersebut.29
ii 

Hukumii perburuhanii atauii ketenagakerjaanii adalahii rangkaianii peraturan,ii baikii 

yangii tertulisii maupunii yangii tidakii tertulis,ii yangii terkaitii denganii situasiii diii manaii 

seseorangii bekerjaii untukii orangii lainii denganii menerimaii upah.ii Denganii kataii lain,ii 

hukumii perburuhanii mencakupii seperangkatii aturanii danii normaii yangii mengaturii 

polaii hubunganii industrialii antaraii pekerjaii atauii buruhii denganii pemberiii kerja.30 

Menurutii Asyhadie,ii hukumii perburuhanii adalahii bagianii dariii hukumii yangii ii berlakuii 

yangii padaii pokoknyaii mengaturii hubunganii antaraii buruhii danii majikan,ii buruhii ii 

denganii buruhii danii buruhii denganii penguasa.ii Dariii pengertianii hukumii perburuhanii 

diatasii hukumii ketenagakerjaanii memilikiii beberapaii unsurii yaitu:31 

a. Rangkaianii peraturanii yangii dapatii berbentukii tertulisii maupunii tidakii tertulis. 

b. Regulasiii mengenaiii hubunganii kerjaii antaraii pekerjaii danii pengusahaii atauii 

majikan. 

c. Kondisiii diii manaii seseorangii bekerjaii untukii danii diii bawahii pengawasanii orangii 

lainii denganii imbalanii upahii sebagaiii gantiii jasa. 

 

 
28ii Laluii Husni,ii Hukumii Ketenagakerjaan,ii PT.ii Rajaii Grafindoii Persada,ii Jakarta,ii 2013,ii 

Hlmii 20 
29ii Harahap,ii Arifuddinii Muda.ii "Pengantarii Hukumii Ketenagakerjaan."ii (2020). 
30ii Sinaga,ii Niruii Anita.ii "Perananii Perjanjianii Kerjaii Dalamii Mewujudkanii 

Terlaksananyaii Hakii Danii Kewajibanii Paraii Pihakii Dalamii Hubunganii Ketenagakerjaan."ii 

Jurnalii Ilmiahii Hukumii Dirgantaraii 7.2ii (2018). 
31ii Asyhadie,ii H.ii Zaeni,ii M.ii Sh,ii andii S.ii H.ii Rahmawatiii Kusuma.ii Hukumii 

ketenagakerjaanii dalamii teoriii danii praktikii diii Indonesia.ii Prenadaii Media,ii 2019. 
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d. Perlindunganii terhadapii pekerjaii atauii buruhii yangii mencakupii aspekii kesehatanii 

sepertiii kondisiii sakit,ii haid,ii hamil,ii danii melahirkan,ii sertaii hak-hakii terkaitii 

denganii keberadaanii organisasiii pekerjaii atauii buruhii danii lainii sebagainya. 

 

Undang-Undangii Nomorii 13ii Tahunii 2003ii tentangii Ketenagakerjaan,ii tidakii adaii ii 

pasalii yangii secaraii eksplisitii memberikanii definisiii tentangii Hukumii 

Ketenagakerjaanii atauii Perburuhan.ii Namun,ii dalamii Pasalii 1ii angkaii 1ii Undang-

Undangii Ketenagakerjaan,ii disebutkanii bahwaii Ketenagakerjaanii adalahii halii yangii 

berhubunganii denganii tenagaii kerjaii padaii waktuii sebelum,ii selama,ii danii sesudahii 

masaii kerja.ii (pre-employment,ii duringii employment,ii danii post-employment). 

 

2.4ii Pengangguran 

2.4ii 1ii Pengertianii Pengangguran 

Menurutii Badanii Pusatii Statistikii (BPS)ii dalamii indikatorii ketenagakerjaan,ii 

pengangguranii adalahii pendudukii yangii tidakii bekerjaii namunii sedangii mencariii 

pekerjaanii atauii sedangii mempersiapkanii suatuii usahaii baruii atauii pendudukii yangii 

tidakii mencariii pekerjaanii karenaii sudahii diterimaii bekerjaii tetapiii belumii mulaiii 

bekerja.ii Pengangguranii adalahii keadaanii diii manaii seseorangii yangii termasukii 

dalamii angkatanii kerjaii inginii mendapatkanii pekerjaanii namunii belumii berhasilii 

menemukannya.32 

 

Orangii yangii tidakii bekerjaii namunii tidakii aktifii mencariii pekerjaanii tidakii dianggapii 

sebagaiii pengangguran.ii Faktorii utamaii yangii menyebabkanii pengangguranii adalahii 

kurangnyaii pengeluaranii agregat.ii Pengusahaii memproduksiii barangii danii jasaii 

denganii tujuanii memperolehii keuntungan.ii Namun,ii keuntunganii tersebutii hanyaii 

dapatii diperolehii jikaii merekaii berhasilii menjualii barangii danii jasaii yangii diproduksi.ii 

Semakinii tinggiii permintaan,ii semakinii banyakii barangii danii jasaii yangii diproduksi.ii 

Kenaikanii produksiii iniii akanii meningkatkanii penggunaanii tenagaii kerja. 

 
 
32ii Statistik,ii Badanii Pusat.ii “Badanii Pusatii Statistikii BPSii (Statistics-Indonesia).”ii (2020) 
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Pengangguranii adalahii persoalanii dalamii bidangii ekonomiii yangii berdampakii 

langsungii padaii kehidupanii manusia.ii Bagiii banyakii orang,ii kehilanganii pekerjaanii 

berartiii menurunnyaii tarafii hidup.ii Olehii karenaii itu,ii tidakii mengherankanii jikaii 

pengangguranii seringii menjadiii topikii yangii dibahasii dalamii perdebatanii politikii olehii 

paraii politisi.ii Merekaii seringii mempertimbangkanii bahwaii kebijakanii yangii merekaii 

usulkanii akanii membantuii dalamii menciptakanii lapanganii kerja. 

 

2.4.2ii Jenis-jenisii Pengangguran 

Dalamii membedakanii jenisii pengangguran,ii terdapatii duaii caraii untukii 

menggolongkannya,ii yaitu:33 

1. Jenisii Pengangguranii Berdasarkanii Cirinya 

Pengangguranii berdasarkanii cirinyaii dapatii dibedakanii menjadiii tigaii macam,ii 

yaitu: 

a. Pengangguranii Terbukaii (Openii Unemployment) 

Pengangguranii terbukaii adalahii tenagaii kerjaii yangii benar-benarii tidakii 

mempunyaiii pekerjaan.ii Pengangguranii iniii terjadiii karenaii belumii 

mendapatii pekerjaanii padahalii telahii berusahaii secaraii maksimalii danii adaii 

jugaii yangii karenaii malasii mencariii pekerjaan. 

b. Pengangguranii Terselubungii (Disguessedii Unemployment) 

Pengangguranii terselubungii adalahii pengangguranii yangii terjadiii karenaii 

terlaluii banyaknyaii tenagaii kerjaii untukii satuii unitii pekerjaanii padahalii 

denganii mengurangiii tenagaii kerjaii tersebutii sampaiii jumlahii tertentuii tetapii 

tidakii mengurangiii jumlahii produksi.ii Pengangguranii terselubungii dapatii 

jugaii terjadiii karenaii seseorangii yangii bekerjaii tidakii sesuaiii denganii bakatii 

danii kemampuannya,ii akhirnyaii bekerjaii tidakii optimal. 

c. Setengahii Menganggurii (Underii Unemployment) 

Setengahii menganggurii adalahii tenagaii kerjaii yangii tidakii bekerjaii secaraii 

optimalii karenaii tidakii adaii pekerjaanii untukii sementaraii waktu.ii Tenagaii 

 
33ii Marius,ii J.ii A.ii (2004).ii “Memecahkanii Masalahii Pengangguranii diii Indonesia”.ii 

Makalah,ii IPB,ii April. 
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kerjaii setengahii menganggurii iniii tenagaii kerjaii yangii bekerjaii kurangii dariii 

35ii jamii dalamii semingguii atauii kurangii dariii 7ii jamii sehari.ii Misalnyaii 

seorangii buruhii bangunanii yangii telahii menyelesaikanii pekerjaanii diii suatuii 

proyek,ii untukii sementaraii menganggurii sambilii menungguii proyekii 

berikutnya. 

 

2. Pengangguranii Berdasarkanii Penyebabnya 

Berdasarkanii penyebabnyaii pengangguranii dapatii dibedakanii menjadiii 4ii jenis,ii 

yaitu: 

a. Pengangguranii Struktural 

Pengangguranii strukturalii disebabkanii olehii ketidakcocokanii antaraii 

keterampilanii tenagaii kerjaii yangii dibutuhkanii denganii tenagaii kerjaii yangii 

tersediaii berupaii perubahanii strukturii permintaanii penawaranii dalamii 

jangkaii Panjangii sebagaiii dampakii kemajuanii teknologi,ii perubahanii 

selera,ii danii persainganii antarii Perusahaan. 

b. Pengangguranii siklikal 

Pengangguranii siklikalii berkaitanii denganii naikii turunnyaii aktivitasii atauii 

keadaanii perekonomianii suatuii negaraii yangii mengalamiii masaii 

pertumbuhanii atauii mengalamiii penurunanii bahanii depresi. 

c. Pengangguranii Musiman 

Pengangguranii musimanii disebabkanii olehii perubahanii permintaanii 

terhadapii tenagaii kerjaii yangii sifatnyaii berkala.ii Pengangguranii iniii 

biasanyaii terjadiii padaii tenagaii kerjaii ii paruhii waktu. 

d. Pengangguranii Friksional 

Pengangguranii friksionalii disebabkanii olehii pergantianii pekerjaanii atauii 

pergeseranii tenagaii kerjaii atauii berpindahii dariii jenisii pekerjaanii tertentuii keii 

jenisii pekerjaanii lain. 
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2.5.ii ii Pengangguranii Terbuka 

Pengangguranii terbukaii adalahii tenagaii kerjaii yangii benar-benarii tidakii mempunyaiii 

pekerjaan.ii Pengangguranii iniii terjadiii karenaii belumii mendapatii pekerjaanii padahalii 

telahii berusahaii secaraii maksimalii danii adaii jugaii yangii karenaii malasii mencariii 

pekerjaan.34Pengangguranii terbukaii munculii sebagaiii akibatii dariii pertumbuhanii 

kesempatanii kerjaii lebihii rendahii dariii pertumbuhanii angkatanii kerja.ii Halii iniii 

mengakibatkanii dalamii perekonomianii semakinii banyakii tenagaii kerjaii yangii tidakii 

mendapatkanii pekerjaan.ii Tenagaii kerjaii iniii dalamii jangkaii panjangii tidakii masukii 

dalamii kegiatanii ekonomi,ii merekaii menganggurii secaraii nyataii danii penuhii waktu.35 

Pengangguranii terbukaii adalahii salahii satuii dariii jenis-jenisii dariii pengangguran.ii 

Badanii Pusatii Statistikii menjelaskanii bahwaii pengangguranii terbukaii adalahii orangii 

yangii termasukii keii dalamii kategoriii diii bawahii ini:36  

1. Merekaii yangii tidakii memilikiii pekerjaanii danii mencariii pekerjaanii kegiatan 

2. Merekaii yangii tidakii memilikiii pekerjaanii danii mempersiapkanii usaha 

3. Merekaii yangii tidakii memilikiii pekerjaanii danii tidakii mencariii pekerjaan,ii 

karenaii merasaii tidakii mungkinii mendapatkanii pekerjaan 

4. Merekaii yangii sudahii memilikiii pekerjaan,ii tetapiii belumii mulaiii bekerja. 

Pengangguranii terbukaii seringkaliii menjadiii masalahii dalamii perekonomian,ii karenaii 

denganii adanyaii pengangguranii terbuka,ii produktivitasii danii pendapatanii masyarakatii 

akanii berkurangii sehinggaii dapatii menyebabkanii timbulnyaii kemiskinan.ii Beberapaii 

faktorii yangii dapatii mempengaruhiii tingkatii pengangguranii terbukaii diantaranyaii 

faktorii pertumbuhanii ekonomi,ii upah,ii inflasi,ii danii investasi.37 

Tingginyaii Tingkatii Pengangguranii Terbukaii menyebabkanii beberapaii dampakii padaii 

kehidupanii sosialii masyarakat.ii Beberapaii dampakii pengangguranii terbukaii adalah:38 

 
34ii Marius,ii J.ii A.ii (2004).ii “Memecahkanii Masalahii Pengangguranii diii Indonesia”.ii 

Makalah,ii IPB,ii April. 
35ii Ridwan,ii Ichsanii Suciawanii Nawir.ii Bukuii Ekonomiii Publik.ii Pustakaii Pelajar.ii 2021ii 

hlm.ii 53 
36ii Badanii Pusatii Statistikii Indonesia 
37ii Rhivnaii Chilviani,ii Prwakaii Hari.ii ”ii Analisisii faktor-faktorii yangii mempengaruhiii 

pengangguranii terbukaii diii Provinsiii Jambi”ii Jurnalii Ekonomiii Sumberdayaii danii 

Lingkunganii Vol.ii 8.ii No.ii 1,ii 2019 
38ii https://www.ocbc.id/id/article/2022/10/31/pengangguran-terbukaii  
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1. Menyebabkanii Kesenjanganii Sosial 

Dampakii pengangguranii terbukaii adalahii adanyaii kesenjanganii sosialii denganii 

paraii pencariii kerja,ii merekaii merasaii kerapii diperlakukanii secaraii tidakii adilii 

dalamii lingkunganii masyarakat.ii Ketidakadilanii dalamii konteksii iniii dapatii 

dipahamiii denganii duaii sudutii pandang,ii yaituii terjadinyaii kecuranganii 

penerimaanii kerjaii melaluiii koneksiii perusahaanii atauii stereotipii burukii yangii 

ditancapkanii padaii pengangguran. 

2. Menurunnnyaii Dayaii Saingii danii Kemampuan 

Dampakii yangii keduaii adalahii hilangnyaii keahlianii calonii pekerjaii karenaii 

terlaluii lamaii tidakii dipergunakanii atauii disalurkanii padaii bidangii terkait.ii Halii 

iniii tentuii sajaii sangatii disayangkanii sebabii untukii mendapatkanii kemampuanii 

tertentuii pastiii membutuhkanii proses dan waktu lama. 

3. Meningkatnyaii Angkaii Kemiskinan 

Meningkatnyaii angkaii kemiskinanii jugaii merupakanii dampakii buruk.ii Dapatii 

dibilangii halii yangii awamii jikaii pekerjaanii merupakanii aspekii pendukungii 

ekonomiii seseorang,ii makaii dariii ituii tidakii adanyaii pemasukanii memicuii 

ketidakstabilan finansial. 
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BABii III 

METODEii PENELITIAN 

 

3.1ii Pendekatanii Masalah 

Pendekatanii masalahii adalahii suatuii metodeii yangii digunakanii olehii penelitiii untukii 

memudahkanii pemahamanii terhadapii permasalahanii yangii kompleksii yangii menjadiii 

fokusii penelitian.ii Denganii semakinii kompleksnyaii permasalahanii diii lapanganii danii 

beragamnyaii sumberii dataii yangii digunakan,ii penelitiii perluii memilikiii metodeii yangii 

dapatii membantuii merekaii memecahkanii masalahii tersebut.ii Salahii satuii sub-metodeii 

yangii dapatii digunakanii adalahii pendekatanii masalah. 

 

Penelitianii iniii menggunakanii metodeii pendekatanii yuridisii normatifii danii yuridisii 

empiris.ii Pendekatanii yuridisii normatifii dilaksanakanii denganii menghimpunii danii 

menelitiii regulasiii hukumii yangii berlakuii terkaitii denganii permasalahanii yangii 

diselidiki,ii termasukii undang-undang,ii dokumenii resmi,ii danii sumber-sumberii 

relevanii lainnyaii terkaitii masalahii yangii sedangii dihadapi.ii Pendekatanii yuridisii 

empirisii dilakukanii denganii melakukanii observasiii langsungii terhadapii situasiii atauii 

realitasii yangii terjadi,ii melibatkanii wawancaraii denganii pihakii yangii memilikiii 

keahlian,ii sertaii mengumpulkanii informasiii yangii terkaitii denganii fokusii penelitianii  

 

3.2ii Sumberii Dataii danii Jenisii Data 

Sumberii dataii merupakanii suatuii halii yangii sangatii pentingii dalamii melakukanii suatuii 

penelitianii agarii dapatii mengetahuiii darimanaii sumberii dataii ituii didapatkan.ii 

Sumberii dataii yangii digunakanii olehii Penulisii dalamii penelitianii iniii adalahii dataii 

primerii danii dataii sekunder.i i   
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3.2.1ii Dataii Primer 

Dataii primerii merupakanii informasiii dasarii yangii diperolehii langsungii dariii lokasiii 

penelitianii melaluiii wawancaraii denganii narasumber.ii Dalamii penelitianii ini,ii 

narasumbernyaii berasalii dariii Dinasii Tenagaii Kerjaii Kotaii Bandarii Lampung. 

Narasumberii yangii membantuii dalamii memberikanii dataii danii keteranganii dalamii 

penelitianii iniii adalah: 

1. Bapakii Muhammadii Kabul,ii S.Sosii selakuii Kepalaii Bidangii Penempatanii 

Tenagaii Kerja. 

 

3.2.2ii Dataii Sekunder 

Dataii Sekunderii merupakanii dataii yangii diambilii dariii analisisii literatur,ii termasukii 

tinjauanii dokumenii danii peraturanii hukum,ii jenisii dataii iniii terbagiii menjadiii tigaii 

golongan,ii yaitu: 

1. Bahanii Hukumii Primer 

Bahanii Hukumii Primerii merupakanii bahanii hukumii yangii terdiriii dariii hukumii 

nasionalii yangii memilikiii kekuatanii mengikatii secaraii umumii atauii memilikiii 

kekuatanii yangii mengikatii bagiii paraii pihakii yangii berkepentinganii 

berdasarkanii hierarkiii peraturanii perundang-undanganii yangii berlaku.ii Bahanii 

hukumii primerii yangii digunakanii dalamii penelitianii kaliii iniii adalah: 

1. Undang-Undangii Dasarii Negaraii Republikii Indonesiaii Tahunii 1945 

2. Undang-Undangii Nomorii 13ii Tahunii 2003ii tentangii Ketenagakerjaan 

3. Undang-Undangii Nomorii 30ii Tahunii 2014ii tentangii Administrasiii 

Pemerintahan 

4. Undang-Undangii Nomorii 6ii Tahunii 2023ii Tentangii Ciptaii Kerja. 

5. Peraturanii Walikotaii Nomorii 10ii Tahunii 2008ii Tentangii Tugas,ii Fungsi,ii 

danii tataii kerjaii Dinasii Tenagaii Kerjaii Kotaii Bandarii Lampung. 

6. Peraturanii Daerahii Kotaii Bandarii Lampungii Nomorii 2ii Tahunii 2018ii 

tentangii Penyelenggaraanii Ketenagakerjaan. 

7. Peraturanii Walikotaii Bandarii Lampungii Nomorii 46ii Tahunii 2021ii tentangii 

Sususnanii Organisasi,ii Tugasii danii Fungsiii Sertaii Tataii Kerjaii Dinasii 

Tenagaii Kerjaii Kotaii Bandarii Lampung 
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2. Bahanii Hukumii Sekunder 

Bahanii Hukumii Sekunderii merupakanii dokumenii atauii bahanii hukumii yangii 

bukanii berasalii dariii dokumen-dokumenii resmi.ii Bahanii hukumii iniii 

digunakanii untukii memahamiii danii memberikanii penjelasanii terhadapii bahanii 

hukumii primer.ii Sepertiii Jurnal,ii Artikel,ii Penelitianii yangii relevanii denganii 

topikii pembahasan. 

3. Bahanii Hukumii Tersier 

Bahanii Hukumii Tersierii merupakanii bahanii hukumii yangii memberikanii 

petunjukii terhadapii bahanii hukumii primerii danii sekunder,ii sepertiii KBBI,ii 

Ensiklopediaii Hukumii danii bahanii lainii yangii dapatii membantuii penelitianii ini. 

 

3.3ii Metodeii Pengumpulanii Dataii danii Pengelolaanii Data 

3.3.1ii Metodeii Pengumpulanii Data 

Metodeii Pengumpulanii dataii yangii digunakanii dalamii menyusunii penelitianii iniii 

menggunakanii metodeii sebagaiii berikut: 

1. Studiii Lapanganii (Fieldii Research) 

Studiii lapanganii adalahii langkahii pengumpulanii dataii yangii dilakukanii secaraii 

langsungii melaluiii interaksiii denganii narasumberii yangii memilikiii relevansiii 

denganii topikii penelitian.ii Dalamii konteksii penelitianii ini,ii narasumberii yangii 

terlibatii adalahii informanii Dinasii Tenagaii Kerjaii Kotaii Bandarii lampung,ii 

Penelitianii iniii dilakukanii melaluiii wawancaraii untukii mendapatkanii informasi. 

2. Studiii Pustakaii (Libraryii Research) 

Studiii kepustakaanii adalahii prosedurii mengumpulkanii dataii denganii caraii 

mencari,ii membaca,ii mempelajari,ii memahamiii sertaii mengutipii berbagaiii 

literaturii yangii berhubunganii denganii masalahii yangii dibahasii dalamii penelitianii 

ini,ii berupaii peraturanii perundang-undanganii yangii berlaku,ii buku-bukuii 

hukum,ii artikel,ii jurnal-jurnal,ii sertaii bahanii hukumii lainnya. 
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3.3.2ii Pengelolaanii Data 

Semuaii dataii yangii terkumpulii akanii diolahii menggunakanii Pemeriksaanii Data,ii 

Klasifikasiii Data,ii Analisisii Dataii danii Penyusunanii Data. 

1. Pemeriksaanii Data 

Seluruhii dataii yangii telahii terkumpulii akanii diselaraskanii denganii 

permasalahanii hukumii yangii menjadiii fokusii penelitian,ii danii setelahii itu,ii 

dilakukanii prosesii seleksiii untukii menentukanii dataii manaii yangii relevanii 

danii diperlukanii dalamii penelitianii ini. 

2. Klasifikasiii Data 

Setelahii tahapii pemeriksaanii data,ii semuaii dataii akanii digabungkanii danii 

dikelompokkanii denganii melakukanii pembandingan,ii pengelaborasian,ii 

danii deskripsi.ii Data-dataii iniii kemudianii akanii diolahii danii digunakanii 

untukii mengambilii kesimpulan. 

3. Penyusunanii Data 

Semuaii dataii yangii telahii dikelompokkanii akanii diorganisirii danii disusunii 

secaraii terstrukturii dalamii setiapii topikii atauii pokokii bahasan,ii sehinggaii 

mempermudahii analisisii lanjutan. 

3.4ii Analisisii Data 

Dataii yangii telahii dikumpulkanii danii diolahii tersebutii kemudianii dianalisisii secaraii 

deskriptif-kualitatif.ii Tujuanii dariii analisisii iniii adalahii untukii memberikanii deskripsiii 

sertaii memaparkanii dataii yangii telahii diperolehii melaluiii penelitianii kepustakaanii 

danii wawancara,ii danii hasilnyaii akanii dituangkanii keii dalamii laporanii hasiii danii 

pembahasanii penelitian.ii  
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BABii V 

PENUTUP 

 

5.1.ii ii Kesimpulan 

Berdasarkanii hasilii pembahasanii danii penelitianii makaii penulisii menarikii 

kesimpulanii sebagaiii berikut: 

1. Kebijakanii Pemerintahii Kotaii Bandarii Lampungii dalamii Menurunkanii 

Tingkatii Pengangguranii Terbukaii menjadiii kewenanganii danii tugasii dariii 

Dinasii Tenagaii Kerjaii Kotaii Bandarii Lampung.ii Pelaksanaanii upayaii tersebutii 

diaturii dalamii Peraturanii Walikotaii Bandarii Lampungii Nomorii 46ii Tahunii 

2021ii tentangii Susunanii Organisasi,ii Tugasii danii Fungsiii Sertaii Tataii Kerjaii 

Dinasii Tenagaii Kerjaii Kotaii Bandarii Lampung.ii Undang-Undangii Nomorii 13ii 

Tahunii 2003ii tentangii Ketenagakerjaanii berkaitanii denganii tanggungii jawabii 

Pemerintahii Kotaii Bandarii Lampungii dalamii mengurangiii Tingkatii 

Pengangguranii Terbukaii mencakupii Perencanaanii kerja,ii penempatanii tenagaii 

kerjaii danii perluasanii kesempatanii kerja.ii Selainii itu,ii yangii menjadiii landasanii 

hukumii selanjutnyaii ialahii Undang-Undangii Nomorii 6ii Tahunii 2023ii tentangii 

Penetapanii Peraturanii Pemerintahii Penggantiii Undang-Undangii Nomorii 2ii 

Tahunii 2023ii tentangii Ciptaii Kerjaii yangii memaknaiii bahwaii penyerapanii 

tenagaii kerjaii melaluiii terbukanyaii lapanganii pekerjaanii baruii dapatii 

dilakukanii denganii berbagaiii caraii salahii satunyaii memberikanii kemudahanii 

dalamii berwirausahaii danii berinvestasi. 

2. Beberapaii faktorii penghambatii dalamii upayaii penurunanii tingkatii 

pengangguranii terbukaii diii Kotaii Bandarii Lampung,ii yaituii ketidakcocokanii 

ketrampilan,ii rendahnyaii permintaanii kerja,ii sumberii dayaii manusiaii padaii 

dinasii terkait,ii kondisiii ekonomiii danii minimnyaii pengalaman. 

 



43 

 

 
 

5.2.ii ii Saran 

Saranii yangii dapatii diberikanii sebagaiii masukanii atasii hasilii penelitianii yangii sudahii 

dilaksanakanii danii dituangkanii dalamii penulisanii iniii adalahii sebagaiii berikut: 

Pemerintahii bertanggungii jawabii dalamii menyediakanii lapanganii pekerjaanii terhadapii 

Masyarakat,ii olehii karenaii ituii perluii untukii terusii mengoptimalkanii implementasiii 

dariii landasanii hukumii yangii terkait,ii agarii dapatii mencapaiii targetii dalamii rangkaii 

penurunanii Tingkatii pengangguranii terbuka.ii Danii masyarakatii diharapkanii agarii 

dapatii mengikutiii perkembanganii zamanii dalamii mencariii informasiii melaluiii mediaii 

elektronik,ii karenaii diperlukannyaii Kerjasamaii antaraii Pemerintahii Daerah. 

Pemerintahii jugaii harusii segeraii membuatii danii mengusahakanii Balaiii Pelatihanii 

Kerjaii (BLK),ii jugaii bekerjaii samaii denganii perusahaanii jasaii atauii perusahaanii 

lainnyaii diii Kotaii Bandarii Lampungii agarii dapatii menyalurkanii pencariii kerja.ii 

Pemerintahii jugaii harusii terusii berupayaii denganii menjalankanii sosialisasiii padaii 

masyarakatii terkaitii adanyaii platformii Siapii Kerjaii yangii dimanaii platformii ii tersebutii 

dapatii membantuii masyarakatii dalamii mencariii informasiii tentangii lowonganii 

pekerjaan. 

Pemerintahii Kotaii Bandarii Lampungii jugaii sebaiknyaii membuatii peraturanii baruii 

mengenaiii tingkatii pengangguranii terbukaii diii Kotaii Bandarii Lampung.ii  

Masyarakatii Kotaii Bandarii Lampungii jugaii harusii meningkatkanii kesadaranii danii 

pengetahuanii terhadapii imbasii dariii meningkatnyaii angkaii pengangguranii terbuka.ii 

Masyarakatii jugaii mulaiii mengikutiii pelatihanii gunaii menambahii pengalamanii kerja, 
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